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ABSTRAK

IMPLEMENTASI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TANGERANG)

Oleh

RANI WULANDARI

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Mal Pelayanan Publik
(MPP) dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, serta
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Latar belakangnya
adalah rendahnya kualitas layanan publik, ditunjukkan oleh tingginya
jumlah pengaduan masyarakat. MPP hadir sebagai inovasi pelayanan satu
pintu untuk menyederhanakan akses layanan. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta
dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Donald P. Warwick
yang mencakup empat indikator: kemampuan organisasi, informasi,
dukungan, dan pembagian wewenang serta tanggung jawab. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa MPP berhasil meningkatkan kualitas
layanan Disdukcapil, didukung oleh petugas yang kompeten, pelatihan
rutin, sistem antrean digital, dan penerapan SOP yang konsisten.
Infrastruktur memadai, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi digital menjadi
faktor pendukung utama. Masyarakat juga merespons positif keberadaan
MPP. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan wewenang
petugas, gangguan jaringan, dan strategi komunikasi publik yang belum
optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan berkelanjutan seperti SOP
darurat, backup jaringan, koordinasi pengaduan, serta edukasi publik
melalui influencer atau media lokal untuk meningkatkan efektivitas
layanan.

Kata Kunci : Dukungan, Fasilitas, Implementasi, Kolaborasi, Pelayanan
Publik



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE CENTERS (MPP) IN
IMPROVING POPULATION ADMINISTRATION SERVICES
(ASTUDY OF THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION
OFFICE OF TANGERANG REGENCY)

By
RANI WULANDARI

This study aims to analyze the implementation of the Public Service Mall
(MPP) in improving administrative services for civil registration at the
Population and Civil Registration Office of Tangerang Regency, as well as
identifying its supporting and hindering factors. The background is the low
quality of public services, as evidenced by the high number of public
complaints. The MPP serves as an innovative one-stop service to simplify
access to services. The study employs a qualitative approach through
interviews, observations, and documentation, and is analyzed using Donald
P. Warwick's policy implementation model, which includes four indicators:
organizational capacity, information, support, and the distribution of
authority and responsibility. The research results show that the MPP has
successfully improved the quality of Disdukcapil services, supported by
competent staff, regular training, a digital queuing system, and consistent
implementation of standard operating procedures (SOPs). Adequate
infrastructure, cross-sector collaboration, and digital innovation are the
main supporting factors. The public has also responded positively to the
MPP. However, there are still obstacles such as limited staff authority,
network disruptions, and suboptimal public communication strategies.
Therefore, continuous improvements are needed, such as emergency SOPSs,
network backups, complaint coordination, and public education through
influencers or local media to enhance service effectiveness.

Keywords: Collaboration, Facilities, Implementation, Public Services,
Support
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L. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tangerang memiliki faktor geografis yang kompleks menjadikannya
sebagai wilayah terluas di Provinsi Banten. Kabupaten ini memiliki letak
geografis yang terdiri dari 29 kecamatan dan 274 kelurahan serta desa (BPS
Kabupaten Tangerang, 2024). Tingginya populasi Kabupaten Tangerang sering
kali disebabkan oleh faktor urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat

(Dirjen Dukcapil Kemendagri, 2024).

Kabupaten/Kota dengan Penduduk Terbanyak
di Indonesia Semester | Tahun 2024
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Gambar 1. Kabupaten/Kota dengan Penduduk Terbanyak di Indonesia
Sumber: Website Dirjen Dukcapil Kemendagri, 2024

Berdasarkan data yang tertera pada gambar 1 di atas dari Dirjen Dukcapil
Kemendagri tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai
3.373.149 jiwa, menjadikannya sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk
terbanyak ketiga di Indonesia. Seiring dengan perkembangan, kemajuan, dan
taraf hidup masyarakat yang cenderung terus meningkat, maka keperluan
maupun kebutuhannya juga semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas

dan jenis atau keanekaragamannya (Suwanda, dkk., 2021). Peningkatan jumlah



penduduk akan terus bertambah di setiap tahunnya, tidak hanya di Kabupaten
Tangerang saja tetapi di berbagai daerah di Indonesia pasti akan terjadi
peningkatan jumlah penduduk seiring dengan itu maka kebutuhan masyarakat
Kabupaten Tangerang akan dokumen-dokumen sebagai identitas warga negara
seperti Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan kematian, Kartu Keluarga
dan lain sebagainya semakin meningkat dan wajib dipenuhi oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang melalui pelayanan

kependudukan yang diberikan.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tujuan utama yang tak
boleh terlewatkan dalam struktur pemerintahan, karena ini merupakan
kewajiban untuk menyelenggarakan layanan yang optimal (Hidayat, 2019).
Mengingat tanggung jawab ini harus dipenuhi, pemerintah perlu mencari solusi
terbaik untuk berbagai masalah yang sering muncul, termasuk hambatan
internal yang timbul dari institusi tersebut, serta hambatan eksternal yang

datang dari luar (Fitriani & Darsono, 2023).

Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif guna meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Strategi ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan
tuntutan global serta harapan masyarakat (KemenPAN-RB, 2021). Salah satu
aksi penting yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) adalah
menyelenggarakan terobosan yang mutakhir dalam penyediaan pelayanan
berkualitas dengan menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun
2017 tentang penyelenggaraan MPP. Dengan hadirnya MPP, masyarakat tidak
hanya mendapat pelayanan yang semakin lancar serta memuaskan, tetapi juga
menjadi solusi yang efektif untuk mempermudah, mempercepat, dan membuat

layanan publik lebih terjangkau (Ombudsman RI, 2023).

MPP dirancang untuk menyatukan berbagai layanan publik dalam satu lokasi,
agar masyarakat dapat dengan lebih mudah dan efisien mengakses berbagai
layanan administrasi. Melalui MPP, diharapkan proses pengurusan dokumen
kependudukan menjadi lebih cepat dan transparan, serta mengurangi beban

birokrasi yang sering kali menjadi kendala bagi masyarakat. Dengan demikian,



MPP tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan, tetapi juga sebagai simbol
komitmen pemerintah dalam menghadirkan peningkatan layanan serta lebih

responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Suwanda, dkk., 2021).

Pemerintah Kabupaten Tangerang pun turut mengimplementasikan MPP sesuai
dengan ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Kabupaten
Tangerang Nomor 88 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan MPP sebagai upaya
untuk menghadirkan pelayanan yang modern, efisien, dan bertanggung jawab.
Sejak diresmikan pada 21 November 2023 dan berlokasi di Mall Ciputra Citra
Raya, MPP Kabupaten Tangerang telah melayani lebih dari 20.350 penerima
layanan, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan yang menjadi

kebutuhan utama masyarakat.

Sejak diresmikan pada 21 November 2023, MPP Kabupaten Tangerang yang
berlokasi di Mall Ciputra Citra Raya telah melayani lebih dari 20.350 penerima
layanan telah merasakan manfaatnya (DPMPTSP Kabupaten Tangerang, 2023).
Lokasinya yang strategis di pusat perbelanjaan tidak hanya mempermudah
akses, tetapi juga meningkatkan efisiensi pelayanan dan produktivitas
masyarakat. Kehadiran MPP Kabupaten Tangerang menghadirkan kenyamanan
bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Kini,
masyarakat tidak perlu repot-repot pergi jauh ke kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil karena layanan pengurusan dokumen kependudukan
melalui MPP sudah beroperasi di tengah pusat aktivitas, sehingga prosesnya
menjadi lebih praktis dan efisien. Fasilitas yang ada di pusat perbelanjaan,
seperti tempat parkir yang luas dan akses transportasi publik, semakin
memperkuat kenyamanan dan efisiensi dalam menerima layanan. Dengan
demikian, MPP bukan hanya berfungsi sebagai lokasi pelayanan, tetapi juga

menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang memegang
peran signifikan dalam penerapan MPP, terutama dalam hal pelayanan
administrasi kependudukan. Dinas ini bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan serta

bisa diperoleh bagi seluruh golongan masyarakat. Penerapan MPP di Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat mengurangi waktu
antrean agar layanan lebih efisien sehingga pada akhirnya membuat publik

merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan.

Tabel 1. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang

No Instansi Jenis Pelayanan Loket

1 BPJS Ketenagakerjaan Pendaftaran Kepesertaan Penerima Upah 1

Pendaftaran Kepesertaan Bukan Penerima 1
Upah
Layanan Informasi Program BPJS TK 1

Layanan Informasi Klaim 1
Aplikasi IMO 1
2 BPJS Kesehatan Pendaftaran baru

Pendaftaran Informasi/pengaduan
3 BPN Konsultasi
4  DPMPTSP Pendaftaran NIB

Konsultasi

5 BAPENDA Pengaktifan Kembali SPPT PBB

Konsultasi

6  SAMSAT Daftar Ulang (perpanjangan STNK)

Konsultasi Pajak kendaraan
7  DISDUKCAPIL Kartu Keluarga (KK)
Akta Kelahiran

Akta kematian
Kartu Identitas Anak (KIA)

NN 9] 9 9 N N | B BR W NN

Konsultasi, pengaduan, konsolidasi data

Sumber: Website Gerai Layanan, 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang berkewajiban
atas pengelolaan data kependudukan menawarkan berbagai layanan di MPP.
Layanan tersebut meliputi permohonan Kartu Keluarga , akta kelahiran, akta
kematian, Kartu Identitas Anak, konsultasi, pengaduan, serta konsolidasi data
seperti yang tercantum dalam tabel 1. Melalui MPP, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berusaha untuk mengoptimalkan
kemudahan akses layanan terhadap masyarakat dengan mengintegrasikan
berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi yang mudah dijangkau, sehingga

memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, tetapi juga mengurangi



waktu antrean dan birokrasi yang sering menjadi kendala dalam pelayanan

publik.

Kehadiran MPP berpotensi memberikan dampak positif dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan
MPP di Kabupaten Batang telah berjalan baik selama periode 2020-2021. Para
pelaksana berhasil menyediakan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan
kompetitif secara global, meskipun menghadapi tantangan dari penyebaran
pandemi Covid-19 (Muhaimin, dkk., 2022). Selain itu, keberadaan MPP di Kota
Tangerang Selatan sudah berjalan sesuai dengan perintah dari arahan
KemenPAN-RB untuk menghadirkan inovasi terbaru pelayanan publik yang
modern, efektif dan efisien (Lestari, dkk., 2023).

Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi MPP belum
dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari hasil riset yang
mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan MPP di Kabupaten Purwakarta
masih terkendala dari aspek sistem birokrasi dan sumber daya. Dari segi sistem
birokrasi, belum adanya SOP yang menetapkan mekanisme pemberian layanan
di MPP menghambat implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, ketersediaan
SDM di sejumlah instansi yang terlibat dalam MPP masih terbatas, dan fasilitas
pendukung vyang kurang memadai turut memengaruhi efektivitas
penyelenggaraan MPP serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan
yang disediakan (Amanah dkk., 2022). Sementara itu, penelitian lain
mengungkapkan bahwa pencapaian tujuan MPP di Barru belum optimal, karena
masih terdapat masyarakat yang belum merasakan kemudahan dalam kebijakan
ini. Integrasi dan sosialisasi yang dilakukan juga hanya melalui media sosial,
sehingga informasi tentang MPP belum tersampaikan secara menyeluruh.
Namun, dari aspek adaptasi, SDM di MPP Barru dinilai cukup baik dilihat dari
keterampilan dan kemampuannya dalam memberikan pelayanan, didukung oleh
sarana dan prasarana yang sudah lengkap sehingga mendukung proses
pelayanan (Mumayyisah, dkk., 2024). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan MPP di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik
meskipun belum maksimal. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya

alokasi dana yang memadai, terbatasnya SDM yang terlatih, perubahan



prosedur operasional, resistensi dari berbagai pihak, hingga minimnya

partisipasi aktif masyarakat (Nadyatuzzahro, dkk., 2024).

Permasalahan dalam implementasi MPP di berbagai daerah tersebut
mencerminkan kondisi pelayanan publik di Indonesia secara umum yang masih
jauh dari harapan. Padahal, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang
jelas terkait pelayanan publik. Tingginya angka keluhan masyarakat
menunjukkan bahwa kualitas layanan masith rendah di berbagai sektor
(Syafriani, 2019). Salah satu contoh nyata dapat dilihat di Provinsi Banten, yang
tercatat memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan performa
terendah. Belum ada satu pun pemerintah daerah di Banten yang masuk dalam
sepuluh besar peraih Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun
2022 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI. Menurut Kepala Keasistenan
Pemeriksa Laporan Ombudsman, banyaknya pengaduan masyarakat,
khususnya dari Kabupaten Tangerang dan Kota Serang, menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan publik di wilayah ini masih perlu ditingkatkan secara

signifikan (Ombudsman RI, 2022).

TOP 10 PEMERINTAH DAERAH DENGAN LAPORAN
PENGADUAN TERBANYAK
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Pemerintah Kabupaten Tangerang
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Gambar 2. Top 10 daerah dengan laporan pengaduan terbanyak
Sumber: Website LAPOR!, 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa laporan pengaduan yang masuk
melalui aplikasi maupun website SPAN-LAPOR! di Kabupaten Tangerang
mencapai 2,104 laporan pengaduan. Berdasarkan jumlah tersebut, Kabupaten

Tangerang menempati urutan keempat di antara sepuluh daerah di Indonesia



dengan laporan pengaduan terbanyak. Hasil wawancara dengan Ibu Rizki
selaku operator pengaduan SPAN-LAPOR! pada 18 Oktober 2024, selama
rentang waktu 2020-2024 yang selalu menempati urutan teratas dalam kategori
laporan pengaduan yaitu mengenai masalah administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil. Pada tahun 2024, lima kategori pengaduan yang paling sering
dilaporkan oleh masyarakat di Kabupaten Tangerang adalah administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, infrastruktur jalan, pencemaran
lingkungan, ketertiban umum, serta terkait perhubungan. Laporan pengaduan
ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan
realitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga menciptakan

keluhan di kalangan masyarakat.

Tingginya jumlah pengaduan terkait administrasi kependudukan mencerminkan
masih adanya persoalan dalam pelaksanaan layanan publik di sektor tersebut,
termasuk dalam implementasi MPP di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil
pra-riset yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Ibu Sari salah satu
masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan di MPP pada 20
September 2024, terdapat beberapa permasalahan terkait implementasi MPP di
Kabupaten Tangerang. Pertama, pelayanan dokumen kependudukan di MPP
belum berjalan optimal karena beberapa pengunjung masih harus dialihkan ke
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk
menyelesaikan proses administrasi, sechingga menambah waktu serta biaya yang
dikeluarkan. Kedua, upaya sosialisasi yang masih kurang efektif
mengakibatkan banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan MPP,
sehingga terjadi penumpukan pengunjung yang ingin melakukan pelayanan
administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai topik "Implementasi Mal Pelayanan Publik
(MPP) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi
Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang)".



1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1.

Bagaimana implementasi MPP dalam peningkatan layanan administrasi
kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tangerang?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi MPP di

Kabupaten Tangerang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1.

Untuk mendeskripsikan proses implementasi MPP dalam peningkatan
layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi

MPP di Kabupaten Tangerang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1.

Secara teoritis, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini akan berguna
sebagai bahan kajian dalam bidang administrasi negara, khususnya terkait
dengan kebijakan publik. Lebih jauh lagi, penelitian ini dimaksudkan untuk
menjadi referensi bagi penelitian ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan
isu-isu serupa.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
positif kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tangerang serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi
kependudukan.

Manfaat bagi mahasiswa yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai
studi ilmiah mengenai implementasi MPP. Selain itu, hasilnya juga dapat
berfungsi sebagai referensi yang berguna dalam konteks pendidikan dan

akademik.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi sumber acuan dan pedoman bagi peneliti. Hasil
dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berfungsi sebagai referensi
yang penting. Penelitian terdahulu ini berperan sebagai standar bagi peneliti
dalam menyelesaikan penelitian landasan untuk

ini, serta sebagai

mempermudah peneliti dalam menetapkan langkah-langkah sistematis
berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Penelitian-penelitian yang dijadikan
referensi ini tentunya memiliki keterkaitan dengan kajian yang dilakukan oleh

peneliti, yang berfokus pada implementasi MPP. Berikut adalah beberapa

penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No. Nama Penulis Judul Hasil Penelitian Batasan Penelitian

1 Amy Yayuk Sri  Performance Hasil ~ penelitian Fokus penelitian ini
Rahayu, Evaluation of menunjukkan terletak pada
Krisna  Puji Public  Service bahwa dua aspek, pengukuran kinerja 11
Rahmayanti, Mall in Indonesia yaitu keuangan dan MPP dengan
Wahyu using the pembelajaran dan menggunakan
Mabhendra, Balanced pertumbuhan scorecard, di mana
Muhamad Scorecard karyawan, skor yang diperoleh
Imam  Alfie mengalami  skor dapat digunakan
Syarien, dan terendah. sebagai dasar
Syifa Amania Sementara itu, dua perbaikan dan
Afra (2020) dimensi  lainnya penguatan MPP di

(kualitas  layanan masa mendatang.
dan proses internal) Dengan menggunakan
memperoleh hasil pendekatan mix
yang optimal. method.

2 Ratna Puspita Faktor-faktor Hasil penelitian Fokus penelitian ini
Sari dan Amy Yang menunjukkan terletak pada analisis
Yayuk Sri  Mempengaruhi bahwa pelaksanaan faktor-faktor
Rahayu (2021) Implementasi MPP di Provinsi apa saja yang

Kebijakan DKI Jakarta sudah mempengaruhi

berjalan dengan

penyelenggaraan MPP
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Penyelenggaraan  baik, meskipun di  Provinsi  DKI
MPP terdapat beberapa Jakarta
faktor, seperti  pada tahap
sarana dan implementasinya.
prasarana yang
masih belum
memadai.

3 Untung Sri  Public ~ Service Hasil  penelitian Fokus penelitian ini
Hardjanto Mall as an Effort menunjukkan terletak pada
Indarja, to Improve Public bahwa  pendirian identifikasi dan
Susanto  Sri  Service Quality in MPP  di  Kota analisis pengelolaan
Nurhari, & Semarang City Semarang pelayanan publik yang
Kadek Cahya merupakan wujud dilakukan secara
Susila Wibawa komitmen terpadu untuk semua
(2023) Pemerintah  Kota jenis pelayanan dalam

Semarang  untuk satu tempat melalui
menetapkan pembentukan MPP
kebijakan yang menggunakan
adaptif dalam pendekatan normatif
menjawab (doktrinal), dan
kebutuhan analisis deskriptif
masyarakat akan kualitatif.

kemudahan

pelayanan,  yang

dicapai melalui

inovasi, integrasi,

dan reformasi

birokrasi.

4 Devi Implementasi Hasil  Penelitian Fokus dari penelitian
Anggraini, Kebijakan Mal menunjukkan ini  adalah  untuk
Khoiron Pelayanan Publik bahwa  beberapa mengeksplorasi
Khoiron, (Studi Kasus: aspek penting bagaimana kebijakan
Retno Wulan MPP “Among dalam kesuksesan MPP di Kota Batu
Sekarsari Warga” Kota pelaksanaan diimplementasikan,
(2023) Batu) kebijakan  seperti dengan merujuk pada

komunikasi, teori yang
sumber daya, dikemukakan oleh
disposisi, dan George C. Edward.
struktur  birokratis

masih belum

sepenuhnya

dipenuhi.

5 Salsabilla Putri Efektivitas Hasil  penelitian Fokus dari penelitian
Rahmadhany Pelayanan Pada menunjukkan ini  adalah  untuk
dan Evi Satispi MPP Kota bahwa efektivitas mengetahui bagaimana
(2024) Tangerang Selatan pelayanan pada efektivitas MPP di

MPP Kota Kota Tangerang
Tangerang Selatan Selatan  berdasarkan
di mana sebagian teori Ridwan dan
besar sudah  Sudrajat (2009).
berjalan cukup

efektif, namun

masih  ditemukan

beberapa kendala

dalam

pelaksanaannya.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024
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Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan,
penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada implementasi MPP
sebagai langkah untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan.
Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga mencakup pengidentifikasian faktor-
faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan MPP. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian berada
di Kabupaten Tangerang, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu instansi yang terlibat
dalam implementasi MPP untuk meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tangerang yang bertugas mengelola dan melaksanakan MPP
di Kabupaten Tangerang. Peneliti mengacu pada teori implementasi kebijakan
menurut Donald P. Warwick (1979). Teori model implementasi kebijakan dari
Warwick (1979) dalam Kadji (2015) yang digunakan sejalan dengan
permasalahan-permasalahan yang muncul dalam latar belakang penelitian,
antara lain seperti bagaimana koordinasi antar instansi yang terkait, bagaimana
SOP yang digunakan untuk meningkatkan sistem pelayanan, serta bagaimana
proses informasi yang dilakukan dari para aktor terhadap objek kebijakan dalam

proses implementasi.
2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri atas dua kata, yaitu kebijakan dan publik.
Menurut Anderson (1984) dalam Rodiyah, dkk (2022), kebijakan adalah
suatu tindakan yang memiliki tujuan dan diikuti oleh seorang aktor atau
sekelompok aktor dalam menangani masalah atau masalah yang
menjadi perhatian. Sedangkan, publik mengandung muatan aktivitas
manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh
pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan
bersama. Dapat disimpulkan bahwa, Kebijakan publik adalah tindakan
yang dirancang untuk mengatasi masalah penting di masyarakat dan

umumnya melibatkan pemerintah, aturan sosial, atau kerja sama.
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Menurut Chief J.O. Udoji (1981) dalam Abdoellah & Rusfiana (2016),
mendefinisikan public policy sebagai suatu tindakan bersanksi yang
mengarah pada suatu tujuan tertentu yang di arahkan pada suatu masalah
atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang

mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Selanjutnya diperoleh pengertian kebijakan publik menurut Dye
(2005) dalam Rodiyah, dkk (2022) mengemukakan bahwa sebagai
segala pemerintah berhak memilih untuk melakukan atau tidak
melakukan apapun. Pengertian ini memiliki penekanan bahwa
pemerintah memiliki hak untuk memilih melakukan atau tidak
melakukan apapun yang dianggap sebagai suatu kebijakan. Ketika
pemerintah memilih untuk tidak melakukan apapun itu juga dapat
dianggap sebagai sebuah kebijakan dikarenakan pemerintah memiliki
alasan khusus untuk tidak melakukan kebijakan tersebut. Ketika
sebuah kebijakan dipilih untuk dilaksanakan maka alasan utamanya
yaitu kebijakan tersebut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan
bersama dan tidak menimbulkan kerugian bagi warga, hal itulah yang
harus menjadi pertimbangan utama kebijakan publik tersebut dipilih

untuk dilaksanakan.

Banyak ahli yang mendefinisikan kebijakan publik, semua memiliki
karakteristik dan pandangan masing-masing dalam melihat kebijakan
publik. Tetapi meskipun demikian dapat disederhanakan tentang
kebijakan publik yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah
untuk merealisasikan tujuan yang telah direncanakan demi perubahan

yang telah diharapkan.
Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik tentunya membutuhkan tahapan
yang panjang, mulai dari identifikasi isu-isu atau permasalahan hingga
akhirnya menghasilkan suatu kebijakan. Menurut Dunn, W. N. (2003)
proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut.
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. Penyusunan agenda (agenda setting) bertujuan untuk memberikan
informasi yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan
asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah. Proses ini juga
dapat membantu mengungkap asumsi tersembunyi, menganalisis
penyebab masalah, menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai,
menyelaraskan pandangan yang berbeda, dan merancang peluang
kebijakan baru.

. Formulasi kebijakan (formulation) merupakan suatu proses dalam
mengembangkan alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan untuk
dapat memecahkan suatu masalah, dan untuk mengetahui siapa saja
aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan.

. Adopsi kebijakan (adoption) Dbertujuan untuk mengetahui
bagaimana suatu alternatif dapat ditetapkan, dan mengetahui
persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi. Selain itu
tahapan ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang akan
melaksanakan kebijakan, dan bagaimana tahapan atau strategi dalam
melaksanakan kebijakan, serta mengetahui isi dari suatu kebijakan
yang telah ditetapkan.

Implementasi  kebijakan (implementation) bertujuan untuk
memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan
berbagai indikator kebijakan. Proses ini membantu menilai sejauh
mana kebijakan dipatuhi, mengidentifikasi dampak yang tidak
diinginkan, menemukan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan,
serta menentukan tanggung jawab pihak-pihak terkait di setiap tahap
kebijakan.

. Evaluasi kebijakan (evaluation) memberikan informasi yang
relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja
kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.
Jadi proses ini membantu menilai efektivitas kebijakan pada tahap
penilaian, memberikan kesimpulan tentang sejauh mana masalah

telah diselesaikan, mengklarifikasi dan mengkritisi nilai-nilai yang
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menjadi dasar kebijakan, serta mendukung penyesuaian atau

perumusan ulang masalah untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Akib (2010) mengatakan bahwa beberapa penulis menempatkan
tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada
prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan
implementasi kebijakan. Sehingga implementasi dianggap sebagai
wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses

kebijakan.

Berdasarkan dari proses kebijakan publik yang telah di kemukakan oleh
Dunn, W. N. (2003) maka yang menjadi fokus dalam pembahasan
penelitian ini yaitu tahapan implementasi kebijakan. Tujuan dari
tahapan ini yaitu untuk memantau hasil dan dampak kebijakan dengan
menggunakan berbagai indikator kebijakan. Proses ini membantu
menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak
diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan
rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang

bertanggung jawab pada setiap tahap.
2.3 Implementasi Kebijakan Publik
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008) menjelaskan
bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan
melibatkan berbagai aspek penting. Agustino (2008) menggaris bawahi
bahwa terdapat tiga aspek kunci dalam proses implementasi kebijakan,
yaitu : 1) Sasaran atau target dari kebijakan; 2) Tindakan atau kegiatan
yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut; dan 3) Hasil yang

diperoleh dari kegiatan itu. Secara jelas, dalam pelaksanaan kebijakan,
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terdapat tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui tindakan atau

kegiatan yang menghasilkan oufput dan hasil yang spesifik.

Langkai (2020) menyatakan bahwa dalam konteks kebijakan publik,
kebijakan ditranslasikan melalui program-program yang kemudian
diimplementasikan sebagai proyek yang melibatkan berbagai kegiatan
dari pemerintah dan masyarakat atau kolaborasi antara keduanya.
Program, proyek, dan kegiatan ini merupakan elemen krusial dalam
pelaksanaan kebijakan, dengan hasil berupa produk yang mencerminkan
output dan outcomes dari kebijakan tersebut. Baik output maupun
outcomes merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas. Output
terkait dengan hasil yang langsung terlihat atau nyata, sementara itu
outcomes mengacu pada dampak, efek, keuntungan, dan perubahan
biasanya berlangsung dalam jangka waktu panjang dari suatu proses

atau aktivitas.

Implementasi  kebijakan adalah tahap ini sangat krusial bagi
keseluruhan rangkaian yang ada dalam proses kebijakan. Dengan
demikian, melalui tahapan prosedur dan pelaksanaan kebijakan, seluruh
proses kebijakan dapat diorganisir dengan baik untuk mencapai tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan. Menurut Udoji dalam Meutia
(2017) menyatakan bahwa peran implementasi kebijakan sangat krusial,
bahkan mungkin lebih krusial dari proses pengambilan kebijakan itu
sendiri. Tanpa implementasi, kebijakan-kebijakan tersebut hanya akan
tetap menjadi sekadar impian yang tak tersentuh atau rencana yang
terpendam dalam lemari arsip. Langkai (2020) juga menyatakan bahwa
rencana hanya memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap
keberhasilan, sedangkan pelaksanaan menyumbang 60%, dan sisanya

tergantung pada bagaimana proses implementasi tersebut dikelola.

Terdapat dua metode yang sering digunakan dalam implementasi
kebijakan, yaitu pendekatan fop down dan bottom up. Secara sederhana,
pendekatan fop down berarti kebijakan dimulai dari tingkat atas, yaitu

pemerintah. Melalui pendekatan ini, sering kali perumusan kebijakan
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dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, yang
membuat kebijakan tersebut sering kali gagal atau tidak efektif dalam
pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan bottom up melibatkan
proses merumuskan kebijakan dari tingkat yang paling dasar, dengan
mengidentifikasi permasalahan masyarakat dan membahasnya untuk
menemukan solusi kebijakan yang tepat. Pendekatan ini cenderung
menghasilkan kebijakan yang lebih efisien karena lebih sesuai dengan

kebutuhan masyarakat (Mahardhandi, 2018).

Implementasi MPP di Indonesia menggunakan pendekatan fop down
karena adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 23 Tahun 2017 yang berperan
sebagai dasar hukum penyelenggaraan MPP. Peraturan ini menetapkan
bahwa MPP harus dilaksanakan oleh dinas atau lembaga pemerintah
daerah yang memiliki tanggung jawab dan peran dalam pelayanan
publik, sehingga memberikan arahan yang jelas dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana MPP harus diorganisir

dan dikelola.
Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Keberadaan model serta pendekatan yang dilakukan dibuat untuk
memudahkan pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan. Banyaknya
model implementasi kebijakan yang ada nantinya akan mempermudah
peneliti dalam melakukan gambaran yang terjadi pada jalannya suatu
program, yang nantinya dapat menjadi acuan apakah kebijakan yang
telah berjalan mendapatkan hasil yang baik atau buruk sesuai dengan
konsep yang telah ditetapkan. Berikut ini model-model implementasi

kebijakan publik menurut para ahli.

1. Model George C. Edwards III (1980)
Menurut George C Edwards III dalam Abdoellah & Rusfiana (2016)
terdapat empat faktor untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan
yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk

membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka
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pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan

kompleksitas ini dengan keempat faktor tersebut, yakni:

a) Komunikasi di mana dalam proses kebijakan terdapat tiga hal
penting, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

b) Sumber-sumber bisa menjadi faktor yang penting dalam
melaksanakan kebijakan publik yang efektif.

c) Sikap pelaksana atau tingkah laku merupakan faktor ketiga yang
mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi
implementasi kebijakan yang efektif.

d) Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk

mengkaji implementasi kebijakan.

. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2022)
pendekatan implementasi mempunyai enam indikator yang

mempengaruhi kinerja, yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan harus dapat terukur dan jelas
sehingga dapat direalisir.

b) Sumber daya implementasi kebijakan baik sumber daya manusia
human resources maupun sumber daya non manusia non-human
resources.

c¢) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas sebuah
program memerlukan koordinasi dan dukungan dari instansi
lain.

d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi,
pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, dan norma-
norma.

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi di mana indikator ini
mencakup sumber daya ekonomi lingkungan.

f) Disposisi implementor —mencakup  keberhasilan  suatu
implementasi kebijakan apakah kebijakan tersebut mendapatkan

penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan.
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3. Model Donald P. Warwick (1979)

Warwick dalam Kadji (2015) mengatakan bahwa dalam
implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu

diperhatikan, yaitu:

Implementasi
Kebijakan

Pembagian
Potensi

Gambar 3. Model Warwick (1979)
Sumber: Kadji, 2015

1. Kemampuan organisasi yaitu dalam tahap ini, implementasi
kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan
tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau
ditetapkan pada suatu organisasi. Kemudian untuk mengukur
kemampuan sebuah organisasi dalam melaksanakan sebuah
implementasi dapat dilihat dari tiga unsur utama, yaitu:

a. kemampuan teknis ini merujuk pada kemampuan staf atau
pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan
untuk mencapai tujuan kebijakan. Kemampuan ini termasuk
tersedianya sarana pengelolaan yang memadai dan
tersedianya staf yang mampu mengoperasikan peralatan
tersebut.

b. Koordinasi yaitu kemampuan dalam menjalin hubungan
dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang

sama atau antar instansi yang terkait.
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c. Standard Operating Prosedures (SOPs) yaitu pedoman tata
aliran kerja dalam pelaksanaan serta cara memecahkan
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan di lapangan.

2. Informasi dimana ketersediaan informasi yang memadai dari
para aktor terhadap objek kebijakan dan struktur komunikasi
yang baik antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan
dapat memperkuat efektivitas kebijakan itu sendiri. Oleh karena
itu, faktor informasi sangat berperan penting dalam menciptakan
kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif.

3. Dukungan yaitu kesediaan objek-objek kebijakan untuk terlibat
dalam kegiatan dan kewajiban tertentu dapat meningkat ketika
isi kebijakan sejalan dengan pendapat dan keputusan mereka.
Hal ini menciptakan sinergi yang positif antara kebijakan dan
para pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kepatuhan
dan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan.

4. Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggung jawab
dimana optimalisasi pembagian wewenang dan tanggung jawab
yang proporsional, disertai dengan penjelasan batasan yang jelas
serta mekanisme desentralisasi yang terstruktur, mampu

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan suatu model
implementasi kebijakan yang dapat mengatasi masalah yang ada. Dari
ketiga model implementasi kebijakan yang telah disebutkan di atas,
peneliti memilih model implementasi kebijakan dari Donald P.
Warwick. Teori model implementasi kebijakan dari Warwick (1979)
dalam Kadji (2015) sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang
muncul dalam latar belakang penelitian, antara lain seperti bagaimana
koordinasi antar instansi yang terkait, bagaimana SOP yang digunakan
di MPP, serta bagaimana proses informasi yang dilakukan dari para
aktor terhadap objek kebijakan dalam proses implementasi MPP di
Kabupaten Tangerang.
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2.4 Mal Pelayanan Publik

Inspirasi MPP berasal dari Public Service Hall (PSH) di Georgia dan
Azerbaijani Service and Assessment Network (ASAN) Xidmat di Azerbaijan.
Kedua institusi ini telah menandatangani MoU dengan KemenPAN-RB untuk
memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
aparatur. PSH Georgia menyediakan 12 layanan terintegrasi dari berbagai
kementerian dan lembaga, yang dirancang untuk mempermudah proses bisnis,
mulai dari pendaftaran usaha hingga pengesahan pernikahan. Motto mereka

adalah "setiap layanan hanya memerlukan 15 menit" (Suwanda, dkk., 2021).

Dengan mempelajari konsep tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi
Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN-RB) meluncurkan MPP Indonesia. MPP menurut
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 23 Tahun 2017 adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas
penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat
maupun daerah serta pelayanan BUMN/BUMD dan swasta dalam rangka
menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
MPP hadir dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan
publik secara terpadu dan terintegrasi untuk semua jenis layanan (Kementerian/

Lembaga/Pemerintah Daecrah/ BUMN/BUMD/Swasta) pada satu tempat.

MPP dirancang oleh KemenPAN-RB sebagai bagian dari transformasi tata
kelola pelayanan publik. Penggabungan berbagai jenis pelayanan dalam satu
lokasi, penyederhanaan prosedur, dan integrasi pelayanan di MPP bertujuan
untuk memudahkan akses masyarakat serta meningkatkan kepercayaan kepada
penyelenggara layanan publik. Sebagai sistem pelayanan terpadu generasi
ketiga, MPP menggabungkan layanan dari pemerintah pusat, daerah, dan sektor
swasta dalam satu tempat. Hingga saat ini, lebih dari 175 MPP telah tersebar di
seluruh Indonesia, dengan target pemerataan di setiap kabupaten/kota pada

tahun 2024 (KemenPAN-RB, 2023).
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Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah penyelenggara MPP.
Melalui MPP ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara
terpadu dari tujuh instansi, termasuk perizinan, administrasi kependudukan, dan
layanan kesehatan. Penyelenggaraan MPP di Kabupaten Tangerang didasarkan
pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2023 Tentang
Penyelenggaraan MPP. MPP di Kabupaten Tangerang diselenggarakan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang
bertugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan
fasilitas. MPP in1 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar

menjadi semakin cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Untuk mencapai pelayanan publik yang optimal, MPP di Indonesia harus terus
berinovasi dan belajar dari pengalaman negara lain. Peningkatan integrasi
teknologi informasi dan penguatan kolaborasi antar lembaga menjadi langkah
strategis untuk mempercepat transformasi birokrasi. Keberhasilan MPP di masa
depan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan partisipasi aktif
masyarakat dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan
(KemenPAN-RB, 2019). Dengan langkah ini, MPP dapat menjadi pusat
pelayanan publik yang andal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

(Setneg RI, 2024).
2.5 Pelayanan Kependudukan

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan layanan administratif.
Di Indonesia, dasar hukum pelayanan publik diatur dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk a)
memberikan kejelasan hak dan kewajiban masyarakat serta penyelenggara
pelayanan; b) mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, cepat,
dan mudah diakses; c¢) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara pelayanan publik. Undang-undang ini menetapkan prinsip
pelayanan publik yang meliputi keadilan, transparansi, efisiensi, dan
akuntabilitas. Selain itu, diatur pula mekanisme pengaduan masyarakat sebagai

bentuk partisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik.
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Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin
kompleks, pelayanan publik di Indonesia mengalami berbagai transformasi.
Salah satunya adalah pengembangan sistem pelayanan terpadu seperti MPP.
Sebelum adanya MPP, pelayanan publik sering kali terfragmentasi, sehingga
masyarakat harus mengakses berbagai instansi untuk mengurus dokumen atau
layanan yang berbeda. Kehadiran MPP bertujuan mengintegrasikan pelayanan
dari pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD, dan sektor swasta sehingga
dapat diakses dalam satu lokasi (Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun
2017).

Salah satu bidang pelayanan publik yang sangat esensial adalah administrasi
kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi pengelolaan data
kependudukan, penerbitan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga, akta kelahiran, dan akta pernikahan. Hal ini tertuang dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah
diperbarui melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

Integrasi layanan administrasi kependudukan ke dalam MPP semakin
mempermudah masyarakat. Di MPP, masyarakat dapat mengurus berbagai
dokumen kependudukan tanpa harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil secara langsung. Langkah ini tidak hanya menghemat

waktu tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat.

Meskipun reformasi pelayanan kependudukan telah menunjukkan hasil yang
baik, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Berbagai masalah yang
menyebabkan rendahnya kualitas pelaksanaan layanan publik di tingkat
pemerintah merupakan persoalan nasional dengan akar masalah yang hampir
serupa, yaitu terkait dengan perangkat sumber daya manusia, organisasi,
pengelolaan, pola pikir, kinerja lembaga, dan budaya birokrasi (Rohayatin,
dkk., 2017). Melalui evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan
reformasi pelayanan administrasi kependudukan dapat mencapai tujuannya.
Oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan mutu layanan

pengelolaan kependudukan guna mengatasi hambatan dan menciptakan
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pengelolaan kependudukan yang optimal, yang pada akhirnya akan

memberikan manfaat positif bagi masyarakat (Rifai, 2023).
2.6 Kerangka Pikir

Salah satu langkah inovatif yang ditempuh Pemerintah melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)
adalah menyelenggarakan terobosan mutakhir dalam penyediaan pelayanan
publik berkualitas melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan MPP. Kehadiran MPP ini bertujuan agar masyarakat
tidak hanya menikmati pelayanan yang lebih lancar dan memuaskan, tetapi juga
mendapatkan solusi efektif yang dapat mempermudah, mempercepat, serta
membuat layanan publik lebih terjangkau (Ombudsman RI, 2023). Kabupaten
Tangerang menjadi salah satu daerah yang telah mengimplementasikan MPP
sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, sederhana,
dan bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Kabupaten Tangerang Nomor 88 Tahun 2023 tentang MPP, kehadiran MPP
bertujuan untuk mewujudkan layanan publik yang efisien, praktis, terjangkau,
aman, dan nyaman, dengan penyelenggaraan pelayanan dalam satu lokasi
terpadu. Kehadiran MPP Kabupaten Tangerang mempermudah akses
masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, seperti pengurusan
dokumen yang kini lebih praktis dan efisien berkat lokasinya yang strategis di
pusat aktivitas, dilengkapi fasilitas seperti tempat parkir luas dan akses
transportasi publik. Hal ini menjadikan MPP tidak hanya sebagai tempat

pelayanan, tetapi juga bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan
Ibu Sari salah satu masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan di MPP
pada 20 September 2024, terdapat beberapa permasalahan terkait implementasi
MPP di Kabupaten Tangerang. Pertama, pelayanan dokumen kependudukan di
MPP belum berjalan optimal karena beberapa pengunjung masih harus
dialihkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tangerang untuk menyelesaikan proses administrasi, sehingga menambah

waktu serta biaya yang dikeluarkan. Kedua, upaya sosialisasi yang masih
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kurang efektif mengakibatkan banyak masyarakat yang belum mengetahui
keberadaan MPP, sehingga terjadi penumpukan pengunjung yang ingin
melakukan pelayanan administrasi kependudukan di kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017
tentang penvelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)

|

1. Upava sosialisasi yang masih kurang efektif mengakibatkan banvak
masvarakat vang belum mengetahui keberadaan MPP
2. Pelayanan dokumen kependudukan di MPP belum berjalan optimal

| Model Donald P. Warwick (1979) Faktor penghambat dan pendukung dalam

2) Kemampuan organisasi proses  pengimplementasian  Mal
b) Informasi Pelayanan Publik
c) Dukungan |

d) Pembagian potensi

Dengan adanya MPP diharapkan dapat menmgkatkan mufu layanan publik agar proses
pelavanan menjadi lebih efisien, praktis, terjangkau, aman, dan nyaman, serta
dilaksanakan dalam satu tempat atau bangunan yang sama sesuai dengan ketentuan pada
Pasal 2 Avat (1) Peraturan Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor 88 Tahun 2023
tentang MPP

Gambar 4. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024



3.1.

3.2

III. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan
fokus pada analisis deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan berupa deskripsi
data yang terperinci. Pendekatan kualitatif digunakan karena metode ini
menghasilkan informasi deskriptif mengenai partisipan dan perilaku yang
diamati, baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, pendekatan deskriptif
dipilih untuk menjawab isu-isu atau permasalahan kontemporer dengan
memanfaatkan informasi yang diperoleh dari wawancara, pengamatan

langsung, catatan ilmiah, serta dokumentasi.
Fokus Penelitian

Tujuan dari penetapan fokus penelitian adalah untuk memberikan batasan yang
jelas agar penelitian tetap sesuai dengan tujuannya dan tidak meluas ke isu-isu
yang berada di luar konteks yang diteliti. Fokus penelitian berperan penting
dalam suatu penelitian, mengingat pentingnya fokus penelitian maka peneliti

berfokus pada:

1. Implementasi MPP dalam meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang), akan dianalisis menggunakan teori Donalad P.
Warwick (1975) dalam Kadji (2015) yang dikaitkan dengan indikator

keberhasilan program yaitu meliputi:

A. Kemampuan organisasi yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas
yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada

suatu organisasi. Kemudian untuk mengukur kemampuan sebuah
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organisasi dalam melaksanakan sebuah implementasi dapat dilihat dari

tiga unsur utama, yaitu:

a. Kemampuan teknis ini merujuk pada kemampuan staf atau
pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk
mencapai tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini kemampuan itu
termasuk keterampilan atau pengetahuan dan alat yang diperlukan
untuk melaksanakan pelayanan di MPP.

b. Koordinasi yaitu kemampuan dalam menjalin hubungan dengan
organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama atau antar
instansi yang terkait. Dalam penelitian ini akan meninjau bagaimana

koordinasi antar instansi yang terkait di MPP.

c. Standard Operating Prosedures (SOPs) yaitu pedoman tata aliran
kerja dalam pelaksanaan serta cara memecahkan permasalahan yang
timbul dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam penelitian ini
mengkaji SOP apa saja yang terdapat dalam implementasi MPP
Kabupaten Tangerang.

. Informasi dimana ketersediaan informasi yang memadai dari para aktor
terhadap objek kebijakan dan struktur komunikasi yang baik antara
organisasi pelaksana dengan objek kebijakan dapat memperkuat
efektivitas kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, faktor informasi sangat
berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik dan
lebih responsif. Pada indikator ini peneliti mengidentifikasi bagaimana

informasi antar instansi terkait dan masyarakat disampaikan.

. Dukungan yaitu kesediaan objek-objek kebijakan untuk terlibat dalam
kegiatan dan kewajiban tertentu dapat meningkat ketika isi kebijakan
sejalan dengan pendapat dan keputusan mereka. Hal ini menciptakan
sinergi yang positif antara kebijakan dan para pemangku kepentingan,
sehingga meningkatkan kepatuhan dan dukungan terhadap kebijakan
yang diterapkan. Pada indikator ini peneliti mengidentifikasi dukungan

yang diterima dari kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholder terkait
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dan bagaimana dukungan mereka dalam implementasi MPP Kabupaten

Tangerang.

D. Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggung jawab dimana
optimalisasi pembagian wewenang dan tanggung jawab yang
proporsional, disertai dengan penjelasan batasan yang jelas serta
mekanisme desentralisasi yang terstruktur, mampu meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pada poin ini peneliti
mengidentifikasi bagaimana wewenang dan tanggung jawab dibagi di

dalam pelaksanaan MPP Kabupaten Tangerang.

2. Berdasarkan fokus yang telah disebutkan di atas, terdapat satu fokus lagi
dimana peneliti mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat
implementasi MPP dalam meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang)

3.3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Kabupaten Tangerang sebagai lokasi penelitian karena daerah
ini termasuk salah satu yang memiliki jumlah laporan pengaduan terbanyak di
Indonesia. Sebanyak 2.104 laporan pengaduan menempatkan pemerintah
daerah Kabupaten Tangerang pada urutan keempat dalam daftar daerah dengan
laporan pengaduan terbanyak di Indonesia. Selain itu, Kabupaten Tangerang
juga merupakan daerah ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia,
mencapai lebih dari 3 juta jiwa yang menambah kompleksitas. Kepadatan
penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan berbagai isu, oleh karena itu
penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tangerang tidak hanya akan
memberikan wawasan tentang kondisi sosial masyarakat, tetapi juga dapat
menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pengembangan
daerah. Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini sangat tepat untuk memahami

dinamika yang terjadi serta mencari solusi atas permasalahan yang ada.

Penelitian ini juga melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tangerang yang bertugas sebagai koordinator dalam
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pelaksanaan MPP di Kabupaten Tangerang serta Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu instansi yang
terlibat dalam implementasi MPP untuk meningkatkan pelayanan administrasi

kependudukan.
3.4. Jenis dan Sumber Data

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2017) mengemukakan bahwasannya
dalam penelitian kualitatif, sumber data yang paling utama adalah dari
perkataan dan perbuatan, sementara data pendukung lainnya seperti dokumen
juga digunakan. Jenis serta sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Data Primer
Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh oleh peneliti secara
langsung dari sumber utama di lapangan. Dalam penelitian ini, data
diperoleh melalui proses wawancara dan observasi secara langsung. Data
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rekaman wawancara langsung
dengan informan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tangerang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang, masyarakat pengguna MPP serta hasil observasi di
MPP Kabupaten Tangerang. Dalam proses wawancara digunakan dua alat,

yakni perekam suara serta catatan riset.

2. Data Sekunder
Data sekunder merujuk pada informasi tambahan yang didapat dari sumber-
sumber tulisan yang ada dan digunakan oleh peneliti untuk melengkapi
analisis data primer. Beberapa sumber informasi tambahan yang bisa
dimanfaatkan antara lain undang-undang dan peraturan, peraturan daerah,
artikel dan jurnal, situs web resmi pemerintah, serta sumber data relevan

lain yang berguna untuk keperluan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya, data dalam penelitian kualitatif diperoleh proses observasi,

wawancara, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan
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dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang
dilakukan pada rentang waktu Maret hingga Mei Tahun 2025. Penelitian
pertama dilakukan pada bulan Maret 2025 untuk memperoleh data dari pihak
informan melalui wawancara, mengumpulkan dokumentasi, serta melakukan
observasi. Selanjutnya, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan pada
bulan Mei 2025 guna melengkapi data yang belum sepenuhnya teridentifikasi
dan memastikan keakuratan temuan di lapangan. Adapun teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara
Informasi yang tidak bisa didapatkan dari pengamatan biasanya diperoleh
dengan melakukan wawancara. Karena itulah, jika ingin mendapatkan
pandangan, pikiran, opini, serta emosi para pihak yang terlibat terkait
sebuah kejadian, fenomena, realita, atau fakta tertentu, seorang peneliti
harus bertanya langsung pada sumbernya (Raco, 2018).

Tabel 3. Informan Penelitian

Tanggal
No. Nama Informan Informasi
Wawancara
1. Andi Manager on a) Kemampuan teknis 05 Mei 2025
Gunawan, Duty MPP petugas
S.Sos, M.Si Kabupaten b) Terkait  pihak-pihak
Tangerang yang terlibat dalam
MPP
¢) SOP yang ada di MPP
d) Informasi atau
sosialisasi kepada
pihak  terkait dan
masyarakat mengenai
MPP
2. Rizky Setya Sub Unit a) Alat yang diperlukan 05 Maret 2025
Pradikta, Pelayanan MPP dalam pelayanan di
S.IL.P Kabupaten MPP
Tangerang b) Terkait koordinasi
dengan  pihak-pihak
yang terlibat dalam
MPP
¢) SOP yang ada di MPP
d) Sosialisasi yang
dilakukan  mengenai
MPP kepada
masyarakat
3. Wisnu Kepala bidang a) Kemampuan teknis 07 Maret 2025
Wardhana, Pendaftaran petugas dan pelatihan
S.E., M.Si Penduduk terhadap petugas

b) Terkait SOP pelayanan
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Disdukcapil
Kab. Tangerang
4. Kurniawan Petugas a) Prosedur dan standar 07 Maret 2025
pelayanan Dinas pelayanan yang
Kependudukan diterapkan di MPP
dan Pencatatan b) Koordinasi dengan
Sipil di MPP petugas dan tenant-
tenant yang ada di MPP
5. Masrifah a) Pengetahuan  umum 07 Maret 2025
: terkait MPP
6. Nurjemah Masyarakat b) Tanggapan masyarakat
7. Alfin Kabupaten dengan kehadiran MPP
- Tangerang ¢) Tingkat kepuasan
8.  Sri selaku pengguna

masyarakat  terhadap
pelayanan administrasi
9. Agesha kependudukan di MPP

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Purwaningsih MPP

2. Observasi
Observasi, yang juga disebut sebagai pengamatan adalah metode
pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti melakukan
observasi di MPP Kabupaten Tangerang pada 07 Maret 2025 untuk
mengetahui  secara langsung bagaimana pelayanan administrasi

kependudukan di MPP serta fasilitas yang tersedia di MPP

3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan cara menganalisis atau mempelajari serta
mencatat berbagai sumber bacaan, seperti artikel, jurnal, laporan, dan
dokumen lain yang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian
(Moleong, 2017). Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan
dokumen resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tangerang yang serta menggunakan dokumen resmi dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang
merupakan salah satu instansi yang terlibat dalam implementasi MPP untuk
meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan termasuk arsip yang

berguna untuk memperoleh catatan penelitian.
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Tabel 4. Daftar Dokumentasi Penelitian

No. Nama Dokumen

1 SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

2 Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Tangerang Tahun 2024

3 Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dari KemenPAN-RB

4  Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik di Mal Ciputra

5 Website MPP Kabupaten Tangerang (https://gerailayanan.tangerangkab.my.id/)

6  Instagram MPP Kabupaten Tangerang (@mpptangerangkab)
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

3.6 Teknik Analisis Data
Pengumpulan dan penyusunan data adalah tahapan penting dalam analisis data
yang dilakukan secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi, dan
catatan lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti telah menggunakan teknik

analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, dkk, (2014).

Pengumpulan Penyajian
Data

Kondensasi Penarikan
Data Kesimpulan

Gambar 5. Komponen Analisis Data Interaktif Miles, dkk, 2014

Sumber: Miles, dkk, 2014

Menurut Miles, dkk, (2014), ada tiga kegiatan pokok yang terlibat dalam teknik
analisis data yang dapat dilihat pada gambar 5.

1. Kondensasi data (Data Condensation)
Kondensasi data adalah tahapan yang melibatkan penentuan, fokus,
penyederhanaan, peringkasan, serta transformasi data yang berkaitan dari
catatan lapangan dalam bentuk tulisan, transkrip wawancara, dan dokumen

(Miles, dkk, 2014). Proses ini dilakukan setelah peneliti melaksanakan
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wawancara serta mengumpulkan data tertulis dari Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang serta masyarakat
pengguna MPP. Selanjutnya, transkrip wawancara tersebut akan dianalisis
untuk memfokuskan penelitian pada implementasi MPP di Kabupaten
Tangerang dengan mengkategorikan menjadi sub tema seperti kemampuan
organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi, wewenang, serta

tanggung jawab.

Penyajian Data (Data Display)

Tahap penyajian data dilaksanakan setelah proses reduksi data selesai.
Penyajian data ini bisa dianggap sebagai suatu kumpulan informasi yang
tersusun dengan baik untuk memudahkan penarikan kesimpulan atau
membuat keputusan. Dalam penelitian ini, penyajian data yang berkaitan
dengan implementasi MPP di Kabupaten Tangerang akan disajikan
menggunakan teks naratif dan jika dibutuhkan dapat juga menggunakan
tabel, foto, atau grafik supaya memudahkan untuk memahami mengenai

kondisi yang terjadi di lapangan.

Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Verifikasi perlu dilakukan terhadap pengambilan kesimpulan sebagai
tahapan akhir dalam penelitian kualitatif untuk memastikan adanya
pertanggungjawaban. Dalam tahap ini, peneliti menyimpulkan berdasarkan
data yang telah didapatkan, termasuk hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi yang tersedia selama pengumpulan data di MPP Kabupaten
Tangerang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tangerang, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang. Tahapan ini bertujuan untuk menjawab rumusan
masalah serta kesimpulan ini akan menjadi dasar bagi rekomendasi dalam

implementasi MPP ke depannya.
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3.7 Teknik Keabsahan Data

1.

Menurut Sugiyono (2013), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif
meliputi uji credibility, uji transferbility, uji dependability, dan uji
confirmability.

Uji Credibility

Berdasarkan gambar 6 terlihat bahwa uji credibility atau uji kredibilitas
kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif peneliti melakukan
dengan perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan ini
peneliti kembali ke lapangan melakukan wawancara dengan sumber data
yang baru yaitu dengan Bapak Andi Gunawan, S.Sos, M.Si selaku Manager
On Duty Kabupaten Tangerang.

[1 Perpanjangan
pengamatan

Peningkatan
)3 > | ketekunan

Triangulasi
D &

Uji
Kredibilitas b - )
Diskusi

Data
2 ) dengan teman

Analisis
2 ) kasus negatif

> > | Membercheck

Gambar 6. Uji Kredibilitas Data dalam Penelitian Kualitatif
Sumber: Sugiyono, 2013

LIRS AN AN

Untuk menilai kredibilitas atau tingkat kepercayaan, peneliti juga

menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini
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diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber dengan berbagai

cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2013).

Wawancara < » (bservasi

Kuesioner/
dokumen

Gambar 7. Triangulasi Teknik
Sumber: Sugiyono, 2013

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan
data dari berbagi sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu
(Sugiyono, 2013). Triangulasi teknik yang digunakan dalam penelitian ini
digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek
data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti yang tertera pada gambar 7.
Triangulasi teknik, yaitu dengan menggabungkan beberapa metode
pengumpulan data, antara lain wawancara mendalam, dokumentasi, serta
observasi. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti fisik
terkait seperti foto rapat koordinasi, road show MPP, penandatanganan kerja
sama, dsb. Serta observasi yaitu melihat langsung bagaimana pelaksanaan
pelayanan dokumen kependudukan di MPP serta fasilitas yang tersedia di
MPP.

. Uji Transferability

Transferability adalah proses evaluasi kemampuan untuk mentransfer data
dengan memberikan penjelasan yang mendalam dan seakurat mungkin
mengenai hasil penelitian, serta menjelaskan konteks di mana penelitian
tersebut dilaksanakan. Dalam konteks implementasi MPP, transferability
dapat dicapai dengan menguraikan secara mendalam setiap aspek yang
dianalisis menggunakan teori Warwick (1979), yang mencakup kemampuan

organisasi, informasi, dukungan, pembagian potensi, wewenang, dan
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tanggung jawab. Dengan penyajian data yang mendalam dan kontekstual
terhadap semua aspek tersebut, maka pembaca dapat menilai kelayakan dan
relevansi penerapan model MPP di daerah lain, sehingga prinsip

transferability dalam penelitian kualitatif benar-benar dapat terwujud.

. Uji Dependability

Untuk itu pengujian depenability dilakukan dengan cara melakukan
pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan
oleh pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam
melakukan penelitian yaitu dimulai dengan menentukan masalah/fokus,
memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data,
melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat
ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat
menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka depenabilitas penelitiannya

patut diragukan (Faisal, 1990 dalam Sugiyono, 2013).

. Uji Konfirmability

Pengujian konfirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji
obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian
telah disepakati banyak orang. Pada penelitian ini, peneliti menjaga agar
semua temuan berdasarkan pada data hasil wawancara, dokumen kegiatan,
dan catatan lapangan serta observasi secara langsung bukan dari pendapat
pribadi. Semua analisis dan kesimpulan dibuat berdasarkan apa yang benar-
benar terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti menyimpan seluruh dokumen
seperti transkrip wawancara, foto kegiatan, dan observasi serta dokumen
pendukung lainnya, sehingga jika dibutuhkan, orang lain dapat meninjau
kembali proses dan hasil penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa

penelitian dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada
bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi MPP di
Kabupaten Tangerang secara signifikan mampu meningkatkan pelayanan
administrasi kependudukan. Hal ini tercermin dari beberapa aspek, seperti
kemampuan organisasi yang ditunjukkan melalui ketersediaan petugas yang
kompeten dan terlatih, pelatihan rutin, serta dukungan peralatan dan
teknologi yang memadai. Koordinasi antar instansi berjalan efektif melalui
rapat rutin dan komunikasi informal, sementara konsistensi SOP dan
penggunaan sistem antrean digital turut menjaga standar pelayanan.
Dukungan berbagai pihak, seperti Mal Ciputra sebagai penyedia lokasi,
Diskominfo untuk jaringan dan sistem antrean online, serta Dinas
Perpustakaan yang menyediakan pojok baca, memperkuat kualitas
pelayanan yang modern, nyaman, dan efisien. Fasilitas fisik yang memadai
juga menciptakan lingkungan ramah masyarakat. Respon masyarakat pun
sangat positif, dengan penilaian bahwa pelayanan cepat, ramah, dan mudah
diakses, serta didukung oleh sistem antrean online melalui aplikasi
Tangerang Gemilang yang efektif mengurangi antrean fisik dan

mempercepat proses pelayanan.

Adapun faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi MPP
Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan yaitu ketersediaan infrastruktur yang memadai, kolaborasi
multi sektor, dan inovasi teknologi pelayanan digital. Sementara itu, faktor
yang menjadi penghambat dalam implementasi MPP Kabupaten Tangerang

dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yaitu
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keterbatasan wewenang petugas Disdukcapil di MPP, kendala sistem

jaringan, serta strategi komunikasi publik yang belum menjangkau semua

kalangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti bermaksud

memberikan saran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Tangerang serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tangerang dalam Implementasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten

Tangerang yang semoga memiliki manfaat bagi pihak terkait sebagai berikut.

1.

Saran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tangerang

a.

Membuat SOP rencana darurat untuk pelayanan manual saat sistem
offline, agar pelayanan tetap berjalan tanpa menunda pengguna.
Membuat MoU teknis dengan Diskominfo tentang pemeliharaan
jaringan secara rutin di MPP.

Mengajukan anggaran untuk layanan backup jaringan dengan
berlangganan internet dari penyedia swasta sebagai langkah antisipasi
dalam situasi darurat.

Menjalin kerja sama dengan media lokal (seperti Radar Banten,
Tangerang Ekspres) dan radio komunitas (misalnya Radio Elsinta,
Kharisma FM, atau radio desa).

Melibatkan influencer TikTok/Instagram yang berbasis di Tangerang
untuk membuat konten edukatif, ringan, dan menarik (misalnya vlog

mengurus dokumen di MPP, tips antrean online, dsb).

Saran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tangerang

a.

Mengajukan permintaan revisi hak akses sistem SIAK kepada pusat agar
petugas di MPP dapat menangani lebih banyak jenis kasus secara
mandiri.

Menyusun SOP yang jelas dan terintegrasi mengenai mekanisme

koordinasi serta penyelesaian pengaduan antara MPP dan kantor
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Disdukcapil, guna memastikan pelayanan yang cepat, transparan, serta
agar setiap pihak memahami dengan baik peran dan tanggung jawabnya
Menyediakan layanan chatbot atau call center yang siap membantu
masyarakat dalam proses administrasi dan pengaduan.

Melakukan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan
pelaksanaan desentralisasi berjalan sesuai rencana dan dapat diperbaiki

secara berkelanjutan.
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